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PEMKOT YOGYA BUKA POSKO PENGADUAN

'THR Harus Diberikan Utuh,
Tak Boleh Dicicil

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya-
karta mengingatkan seluruh perusahaan di kota
tersebut untuk mematuhi ketentuan pembayaran
tunjangan hari raya keagamaan sesuai aturan yang
berlaku dan pembayaran tidak boleh dicicil.

"Pembayaran paling lambat
dilakukan H-7 Lebaran dan ti-
dak boleh dicicil. Ini yang harus
ditekankan dan disosialisasi-
kan ke perusahaan-perusaha-
an,” kata Kepala Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta Maryustion
Tonang di Yogyakarta, Senin
(11/4), seperti dilansir dari
Antara

Menurut dia, sosialisasi ter-

kait ketentuan pembayaran
tumangan hari raya (THR) ke-

4 per haan
di KotaYogyakm‘ta akan segera
dilakukan termasuk sosialisasi
mengenai kesempatan bagi pe-
kerja maupun perusahaan un-
tuk melakukan konsultasi

. pembayaran THR dan layanan

posko THR. .
Sesuai ketentuan, pekerja
yang sudah bekerja selama 12

buan atau lebih maka akan
memperoleh THR senilai satu
bulan upah, sedangkan pekerja

yang memiliki masa kerja lebih -

dari satu bulan tetapi kurang
dari satu tahun maka THR di-
berikan sesuai hitungan yang
berlaku. Nilai pembayaran
THR juga bisa ditetapkan ber-
dasarkan perjanjian kerja ber-
sama.

Sementara itu, kesempatan
untuk melakukan konsultasi
akan dibatasi hingga 25 April
dan mulai 26 April hingga Le-
baran dibuka posko pengaduan
pembayaran THR.

Kedua layanan tersebut se-
penuhnya diakses secara dar-
ing melalui laman posko-

t.hrkemnakei-go id. Pekerja da-
pat memilih menu siap keua
i da-

"Nantinya, akan ada petugas
atau mediator di kota/kabupa-
ten yang akan menangani adu-
an yang sudah masuk,” te-
rangnya.

Pada tahun lalu, layanan
konsultasi maupun pengaduan
pembayaran THR masih dibu-
ka secara langsung oleh Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi Kota Yogyakarta dan
tercatat ada 14 aduan yang ma-
suk. .

”Semuanya I bisa di-
tangani dan disel kare-
na hanya permasalahan ke-
salahpahaman pengertian sa-
ja,” katanya.

Di Kota Yogyakarta seti-
daknya terdapat 1.600 perusa-
haan dengan 620 perusahaan
atau sekitar 60 persen di an-
taranya adalah pelaku usaha
yang bergerak di bidang jasa
usaha pariwisata.

Perusahaan yang tidak me-
matuhi ketentuan pembayaran
THR bisa terancam sanksi.
"THR adalah kewajiban pelaku
usaha untuk memberikannya
dan hak pekerja untuk meneri-
manya. Hak dan kewajiban
harus berjalan seiring. "Jadi
pasti ada sanksi jika perusaha-
an tidak membayarnya,” tegas-
nya. : *)d
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